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ABSTEAK

PENYELSATAN SANKSI DENDO ADAT URUNG BETUNAK BAGI
PIHAK PEEEMPUAN YANG MEMBATALKAN DALANM
MASYARAKAT ADAT MUSIEAWAS UTARA
( STUDI KASUS DESA SUKARAJA KECAMATAN KARANG JAYA)

Oleh
Lusi Ulantarn

Penelitian 1m dilatarbelakangi oleh penerapan hukum adat yang masih hidup dan
berfungsi sebagai upaya pemulihan kehormatan serta stabilitas sosial, meskipun
sanksi yang diterapkan dimilai cukup memberatkan pihak perempuan tujuan
penelitian 11 pun dibuat untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sanksi
di Desa Sukaraja Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musirawas Utara tersebut dan
mengetahui latar belakang penerapan sanksi tersebut Masyarakat yang dianggap
melanggar prosest adat istiadat biasa nya akan memmbulkan sanksi yang
didapatkan_ seperti jika ururng betunak padahal tinggal menungu hari atau sudah
mendekati hart H pernikahan, namun salah satu pthak membatalkan maka disini
ada sanksi vang mereka dapatkan vaitu dendo adat dimana jika laki-laki yang
membatalkan maka pemberian atau vang mahar tersebut dianggap hangus namun
apabila perempuan yang membatalkan maka pihak perempuan akan mendapatkan
sanksi dendo adat membayar duo kali lipat dan uang mahar tersebut dendo adat 1m
dilakukan untuk mengembalikan lagi nama baik dan pithak vang membatalkan,
Metode penelitian vang digunakan adalah vuridis empiris sosiologis, dengan
pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap
proses penyelesaian sengketa adat Hasil penelitian menunjukkan bahwa
penvelesaian sanksi dendo adat dilakukan melalm prosesi mediasi adat yang
melibatkan perwakilan lembaga adat dan perangkat desa atau musyvawarah antara
kedua bela pihak, di mana pihak perempuan vang membatalkan pertunangan
diwajibkan mengembalikan milai mahar dan pembenan lain secara dua kali lipat
sebagai bentuk penebusan malu. Dan penyelesaian konflik sosial seperti
pembatalan perfunangan dilakukan melalui mekanisme vang dikenal sebagai
musyawarah adat atau pertemuan lembaga adat. Lembaga 1m terdinn dan tokoh
adat, kepala dusun, dan perangkat desa yang dihormati karena pengetahuan dan
pengalaman mereka terhadap hukum adat setempat Dalam kasus pembatalan
pertunangan oleh pihak perempuan, masvarakat memberlakukan sanksi adat berupa
diwujudkan dalam bentuk pembavaran dua kali lipat dari jumlah mahar dan hadiah
pertunangan yang telah diterima Bagimana proses eksekusi nyaialah dimana
keluarga pihak laki laki harus melaporkan terlebih dahulu kejadian tersebut kepada
Lembaga setempat setelah itu baru lah diproses.

Kata kunci : sanksi_ dendo adat, urung betunak

wiil



ABSTRACT

THE RESOLUTION OF DENDO ADAT SANCTIONS URUNG BETUNAK
FOR WOMEN WHO CANCEL THE ENGAGEMENTS IN THE
CUSTOMARY COMMUNITY OF NORTH MUSI RAWAS
(A CASE STUDY IN SUKARAJA VILLAGE, KARANG JAYA DISTRICT)

By:
Lusi Ulantari

This study is initiated by the application of customary law that remains active and
functions as a means of restoring honor and maintaining social stability, although
the sanctions imposed are often considered burdensome for women. The purpose
of this research is to examine how sanction resolution is carried out in Sukaraja
Village, Karang Jaya District, North Musi Rawas Regency, and to understand the
background behind the imposition of such sanctions. Individuals who violate
customary traditions (betunak) face sanctions. For example, if an engagement
(urung betunak) is canceled by one party—particularly close to the scheduled
wedding day—the canceling party is subject to customary penalties. If the woman
cancels, she is required to return the bride price and pay a customary fine
amounting to twice the value of the original bride price. This dendo adat
(customary fine) serves to restore the honor of the aggrieved party. The research
employed an empirical juridical-sociological method, collecting data through
interviews, observations, and documentation related to the resolution of
customary disputes. The findings indicate that dendo adat sanctions are resolved
through customary mediation involving representatives from the customary
council and local village officials from both parties. The woman who cancels the
engagement is required to return the bride price and other gifts at double value as
a form of compensation for the shame caused. The resolution of such social
conflicts is conducted through customary council deliberations, consisting of
traditional leaders, hamlet heads, and village officials who possess authority and
experience in customary law. In cases of engagement cancellation by the woman,
the community enforces the dendo adat urung betunak by requiring the return of
double the amount of the bride price and engagement gifts. Execution of
customary law typically begins with the male party reporting the incident to the
local customary institution, which then initiates the resolution process.

Keywords: Sanction, Dendo Adat, Urung Betunak
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A,

BABI
PENDAHULUAN

Latar Belakang
Hukum adat merupakan hukum asli Indonesia. Adat sendin berasal dan
bahasa Arab yang berarti kebiasaan Kebiasaan tersebut ditiru dan akhirnya
berlaku untuk seluruh anggota masyarakat Hukum adat tidak tertulis akan
tetapt dipatuhi oleh anggota masvarakat adat. Hukum adat merupakan bentuk
dani adat yang memiliki akibat hukum_ Hukum adat berbeda dengan hukum
tertuliz ditinjau dari bentuk sanksi vang diberikan kepada orang yang
melakukan pelanggaran Bentuk sanksi hukum adat menitikberatkan pada
bagian moral serta material, hukum adat tidak mengenal penjara sebagai tempat
para terpidana menjalani hukuman yang telah ditetapkan oleh hakim
Bushar Muhammad, Hukum adat adalah hukum vang mengatur
terutama tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik
vang merupakan keseluruhan kelaziman dan kebiasaan (kesusilaan) vang
benarbenar hidup di masvarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh
anggota-anggota masyarakat i, maupun vang merupakan keseluruhan
peraturan-peraturan vang mengenal sanksi atas pelanggaran dan yang

ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat yaitu merek vang

! Bushar Muhammad, 2006, Asas-4sas Hukum Adat, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, Hal. 19



mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masvarakat

adat itu®

Adat 1stiadat merupakan salah satu unsur kebudayaan yang dimaliky
oleh masyarakat Indonesia. Adat istiadat adalah kebiasaan tradisional
masyarakat yang dilakukan secara turun menurun sejak lama Setiap daerah di
Indonesia memiliki adat istiadat vang berbeda-beda dalam memaknai suatu
aturan tersebut, salah satunva prosesi menuju pernikahan dalam adat istiadat
masyarakat tersebut .

Negara juga mengakw adanya hukum adat di Indonesia yang tertuang
dalam Pasal 18B avat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 vang berbunyi
“Negara Mengakm dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum
adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,
yang diatur dalam Undang-Undang 1945 Republik Indonesia

Banyak ahli yang berpendapat bahwa pengertian hukum adat berbeda
dengan konsep masvarakat hukum adat Konsep masyarakat hukum adat
mengacu pada penjelasan tentang suatu kelompok masyarakat yang memiliki
karakteristik khusus. Sementara 1tu ~ masyarakat hukum adat ™ adalah istilah
hukum vang secara teknis memyuk pada kelompok individu vang tinggal di

suatu wilavah terentu, yang mereka humi dan mereka Kelola Bersama_ dan

* Ibid hal 20
* Undang-undzng Daszar Bepublik Indonesia Pasal 18B ayat 2



memiliki kepemumpinan serta sistem aturan hukum dan pemenntah yang
mengatur kepentingan kelompok baik di dalam maupun di luar. *

Hukum adat sebagai sarana dan instrument pelestarian nilai- mila
tradisional Nampak nya menemui hambatan dan tantangan dalam penerapan
nya. Setidak nva ada kedua kendala dan tantangan dalam penerapan hukum
adat di di masyarakat Pertama meningkatkan peran negara dalam kehidupan
bermasyarakat memmbulkan kesan bahwa hukum formal vang harus di patulu
dan ditegakan oleh masvrakat melekat pada negara. Kedua, adanva fenomena
globalisasi yang berdampak pada seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk
aspek hukum selingga memunculkan fenomena baru vang disebut
moderenisasi hukum Menurut Satipt Rahardjo, moderenisasi adalah hukum
vang diawali dengan perkembangan teknologi secara besar besaran, kemudian
seluruh aspek kehidupan manusia menjadi digital, menjadi konkrit dan
mekanis termasuk bidang hukum °

Ter Haar dikenal dengan teorinya Beslissingenleer (Teori Keputusan)
mengungkapkan bahwa hukum adat mencakup seluruh peraturan vang
menjelma di dalam keputusan para pejabat hukum vang mempunvai
kewibawaan dan pengaruh, serta di dalam pelaksanaannya berlaku secara serta-
merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati oleh mereka yang diatur oleh
keputusan tersebut. Keputusan tersebut dapat berupa sebuah persengketaan

tetapi juga diambil berdasarkan kerukunan dan musyawarah Menumt Ter

* Taqwaddin, 2010, penguaramn aias pengelolaan hukum ada oleh masyarakat hukum adat
{ mukim ) ilmu hukum universitas sumaira wtara, hal 34

* Viona vizenza, 2024.analisis yuridis pembatalan pertunangan menurut hukum adat
serawai, ilmu hukum ynversitas Muhammadivah Benglulu, hal 05



Haar, adat akan berubah memjadi “hukum™ jika ada keputusan para
fungsionaris  hukum vang mempunyai kewibawaan vang dalam
pelaksanaannya berlaku serta-merta dan ditaati dengan sepenuh hati ©

Hukum adat memiliki keunggulan dalam menvelesaikan permasalahan
masyarakat dengan cara yang cepat, secara sederhana namun menyeleluruh,
kebiasan ini pun ada dan sudah di akw sejak masa nenek movang atau masa
leluruh yang telah terbuki menjadi fitur dan gambaran dalam kehidupan
masyarakat adat sampai dengan sekarang hukum adat telah menjadi elemen
penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia komunitas vang mengikuti
hukum adat membentuk suatu kesatuan yvang memiliks wilayah atau gans
keturunan tertentu, dengan warisan budava vang khas.

Umum dipahami bahwa sebelum dilaksanakanya pernikahan, biasanya
menempuh jalan pertunangan dan peminangan peminangan ini merupakan
salah satu syanat dalam perkawinan, dimana proses atau cara pelaksananva
telah terdapat pedoman nya dalama Al- Quran dan hadis, bahkan ulama- ulama
fikih telh merumuskan nya secara detail. Istilah peminangan dalam fikih 1slam
disebut dengan khitbah dan dapat dipahami bahwa khitbah merupakan sebagai
permintaan oleh dua orang dengan perantara yang jelas.’

Sama halnya dengan masvarakat adat musirawas utara mereka
memiliki adat istiadat vang sudah memjadi turun menurun, dan adat istiadat

daerah setempat masth sangat berlaku sehingga sekarang ini salah satu nya

f Hilman Hadikusuma, 1980, Pakok —Fokok Pengertian Hukum Adat, Alumni, Bandung,
hal 30
" Wahbah zuhaili dkk, 2021 | fikih interaktif, Jakarta; Gema Insani, hal 203



dalam melaksanakan proses: permikahan, biasanva didalam masyarakat adat
Musirawas Utara sebelum melakukan pernikahan ada vang nama nva Merasar,
dimana pihak laki — laki datang untuk meminta wanita vang 1a pilih kepada
orang tua dan keluarga nya setelah disetujmi biasa nya laki- laki akan
memberikan symbol tanda berupa cincin dan membawa bajek sebagai tanda
pelekat, jika sudah prosesi merasat maka ada Namanya Neulang Rasat dimana
dihari 1m1 biasa nva hantar menghantaran beserta mahar sudah dberikan kepada
pihak perempan sebelum menunggu hari H permkahan maka statu laki — laki
dan perempuan itu masith disebut pertunangan namun apabila pihak laki laki
atau perempuan membatalkan pertunangan maka siapa vang membatalkan dia
vang akan mendapatkan sanksi berupa dendo adat balek namo atau penebus
malu. Karena, jika berbicara tentang adat dan istiadat maka didalam
masyarakat tersebut juga mengatur tentang bagaimana sanksi adat jika
masyarakat tidak memenuhi aturan atau melanggar praturan tersebut, didalm
masyarakat adat Musirawas Utara tersebut.

Masyarakat vang dianggap melanggar prosesi adat istiadat biasa nya
akan menimbulkan sanksi vang didapatkan, sepert1 jika wrung berunak padahal
tinggal menungu hari atau sudah mendekati hari H pernikahan. namun salah
satu pthak membatalkan maka disimi ada sanksi vang mereka dapatkan yaitu
dendo adat dimana jika laki-laki vang membatalkan maka pemberian atau uang
mahar tersebut dianggap hangus namun apabila perempuan vang membatalkan

maka pthak perempuan akan mendapatkan sanksi dendo adat membavar duo



kali lipat dari uvang mahar tersebutdendo adat 1m dilakukan untuk
mengembalikan lagi nama baik dar pihak yvang membatalkan

Namun Kondisi ini tentu tadak adil apalagi jika pihak perempuan yvang
membatalkan, karena pihak perempuan merasa di rugikan karena sudah jelas
dalam Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan dimana di sana Mengatakan Sesuai Dengan EKeputusan
Mk Nomor 22IPUU-XV/2017 vang berbunyi "Namun tatkala pembedaan
perlakuan antara pria dan wanita ity berdampak pada atau menghalangi
pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstrtusional warga negara, baik yang
termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan polittk maupun hak-hak
ekonomi ikatan yang dapat dilihat, yang mengungkapkan adanya hubungan
hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama
sebagai suami 1stri, atau dengan kata lain dapat disebut sebagai hubungan
formal Ikatan bathin merupakan hubungan vang tidak formal yaitu suatu
ikatan vang tidak dapat dilthat, dan ikatan im1 harus ada dalam suatu
perkawinan karena tanpa adanya ikatan bathin, ikatan lahirakan menjadi rapuh.
Oleh karena itulah terjalinnva ikatan lahir dengan ikatan bathin merupakan
pondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ®

o8 4 Wantjik Saleh, 1922, Hutum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, halaman 14
dan 15



Namun jika ada sesuatu vang janggal sebelum melakukan permikahan
tersebut seperti pendidikan sosial, dan kebudayaan, vang seharusnva tidak
boleh dibedakan semata-mata berdasatkan alasan jemis kelamin, maka
pembedaan demikian jelas merupakan diskniminas. Dalam undang undang
tersebut menjelaskan bahwasanya tidak beleh adanya perbedaan kesetaraan
antara laki — laki dan perempuan karena perempuan dalam perkawinan
memiliki hak konstitusional vang sama dengan laki — laki. ° sedangkan dalam
masyarakat adat Musirawas Utara Masih adanya sanksi yvang berlaku lebih
memberatkan kan Pihak perempuan.

Seperti kasus yang disampaikan warga setempat dan kepala adat
setempat. menurut data vang di peroleh dan tahun 2021 — 2024 pertegahan ini
ada sekiranya 3 orang yang membatalakan pertunangan sebelum dilaksanakan
pernikahan tersebut dengan tampa adanya kejelasan dann pithak vyang
membatalkan nva, salah satu kasus seperti ditahun 2022 yang lalu, pernah
tegadinya kasus pembatalan pertuangan pada tahun 2022 dimana ada pihak
perempuan yang membatalkan pertunangan secara septhak, yang pada awalnya
semua sudah berjalan dengan lancar segala persiapan baik dan keluarga
perempuan maupun laki-laki sudah matang namun savang nya H-2 wanita
membatalkan perfunangan dengan tampa adanya kejelasan.'? maka dari itu
sanksi vang didapatkan pthak perempuan itu adalah sanksi dendo 2 kali lipat

kepada pthak laki-laki.

® Nuraida jamil, 2014, hak asasi perempuan dalam kowstitusi dan konvensi CDAW,
muwazzh sekolah tinggi agama islam negri pekalongan, vel 6, hal 170

¥ 0Obesrvasi Didesa Sukaraja Kecamatan Karan laya, Kabupaten Musirawas Utara 05
November 2024



Benkut data kasus yang pemah diselesatkan secara adat Didesa

Sukaraja Kecamatan Karang Jaya :

Table 1. Sumber : Wawamcara Kepada Ketua Lembaga Adat Desa
Sukaraja Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musirawas Utara

NO. Jenis Kasus Tahun Keterangan
L Dibatalkan oleh wanita 2021 Selesai
2, Dibatalkan oleh wanita 2024 Selesai
3 Tidak ada kasus 2025 -

Setelah membuat latar belakang diatas maka peneliti merasa tertarik
untuk menelitt bagaimana : PENYELESATAN SANKSI DENDO ADAT
URUNG BETUNAK BAGI PIHAK PEREMPUAN YANG
MEMBATALKAN DALAM MASYARAKAT ADAT MUSIRAWAS

UTARA ( Studi Kasus Desa Sukaraja Kecamatan Karang Java)

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang vang diuraikan penulis diatas maka penulis

bizsa menyimpulkan suatu permasalahan vaitu sebagai berikut

1. Bagaimana bentuk Penyelesaian Sanksi Dendo Adat urung betunak bagi
Pihak Perempuan vang membatalkan Dalam Masyarakat Adat Musirawas
Utara 7

2. Latar belakang penerapan sanksi dendo adat yang berbeda 2 kali lipat
terhadap perempuan dalam konteks urung betunak bagi Pihak Perempuan

Dalam Masyarakat Adat Musirawas Utara?



C. Tujuan Penelitian
Adapun Tujuan Dari penelitian ini vaitu sebagai berikut -

1. Untuk mengetahui bentuk Penyelsaian Sanksi Dendo Adat urung betunak
bagi Pihak Perempuan Dalam Masvarakat Adat Musirawas Utara?

2. Untuk mengetahui latar belakang penerapan sanksi dendo adat vang
berbeda 2 kali lipat terhadap perempuan dalam konteks urung betunak bagi
Pihak Perempuan Dalam Masvarakat Adat Musirawas Utara?

D. Kezunaan Penelitian
Hasil penelitian harus memberikan manfaat baik secara teoritis atau praktis.

1. Secara teortis hasil penelitian harus bermanfaat terhadap pengembangan
ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada pengembangan teori
ilmu hukum pada khususnya.

2. Hasil Penelitian juga diharapkan membenkan manfaat secara praktis bagi
kepentingan masvarakat dan bangasa .

E. Penelitian Terdahulu
Penelitian Terdahulu memiliki tujuan agar mendapatkan bahan
pembanding dan acuan, dan bertujuan agar terhindar dar anggapan kesaamaan

dengan penelitian ini

Nama Penulis Judul Rumusan masalah | Perbedaan dan batas
pnelitinya
1. Vio TinjauanYuridis Membahas Studi kasus nva dan
veneza Pembatalan Pertunangan | tentang nama sanski adat
Menumut Hukum Adat | permasalhan pembatalan
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Serawai (Studi  Kasus
Pembatalan Pertunangan
di Kecamatan Talang
Dantuk Eabupaten

Seluma)

Prozes
Pertunangan Adat
di Desa
Dantuk
pandangan
hukum nya

Serawai
Talang

dan

pertunagan fya
berbeda, serta
penelitian 1n1 hanya
membahas dan

mengkaj bagimana
adat 5aja,
sedangkan penelitian
membahas
tentang proses dendo
adat bagi adat musi
dan hukum adat vang
menerapkan adanya
sanksi dendo 2 kali
lipat dan berfokus
hanya dalam hukum

serawal

5aya

adat musi rawas

utara saja
2. Ehairatun | Pembatalan pertunangan | Yang menjadi Tudul tempat
nazmi dan akibat hukumnya | permasalahan nva | peneliti berbeda, dia
siregar menurut perspektif | 1alah akibat mengkajt bagaimana
hukum islam dan adat | hukum vang akibat hukum jika
melayu  studi kasus | terjadi jika ada terjdi, dan dia menkji
kabupaten labuhan batu | pembatalan mengunakan dua
induk pertunangan sudut pandang

hukum yartu hukum
islam, dan hukum

adat. Sedangkan
penelitian saya
mengkajn  tentang

sankst dende adat
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bagi adat musirawas




